Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas Pengelolaan
Taman Pholeuw Park oleh Dinas Pertanahan, Perumahan
dan Kawasan Permukiman, maka Tim Pengelola Taman
Pholeuw Park yang telah ditetapkan dalam Lampiran
Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/47a Tahun
2021 tentang Penetapan Taman Pholeuw Park dalam
Pengelolaan Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Jayapura perlu diubah untuk

Mengingat
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BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
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TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/47a TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
TAMAN PHOLEUW PARK DALAM PENGELOLAAN DINAS
PERTANAHAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan

Keputusan Bupati Jayapura;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Angraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 47 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3496);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lemabaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
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11.
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. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoneasia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 7 Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5233);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomoR 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5615);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5883) sebagimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/332 Tahun
2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh di Kabupaten Jayapura
Tahun 2020;
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15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2016 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022
Nomor 6);

17. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabuapten Jayapura Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabuapten Jayapura Tahun 2021
Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.4/47a

tentang Penetapan Taman Pholeuw Park dalam Pengelolaan
Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayapura menjadi sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan

Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Jayapura.

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Lampiran

Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/47a tentang
Penetapan Taman Pholeuw Park dalam Pengelolaan Dinas
Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayapura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
—KEPALA BA

DAN
s ; AN,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

iAo

o

Gubernur Provinsi Papua;

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;

Inspektur Kabupaten Jayapura;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayapura;

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/64 TAHUN 2022
TANGGAL 8 FEBRUARI 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA TAMAN PHOLEUW PARK DI TELAGA MAYA
KAMPUNG ASEI KECIL DISTRIK SENTANI TIMUR KABUPATEN JAYAPURA

NO

NAMA-NAMA

TERRIANUS F.AYOMI, SH

JABATAN DALAM
DINAS

Kepala Dinas Pertanahan,
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten
Jayapura

JABATAN DALAM
TIM

Ketua

SONYA TETTY PALLO,ST

Kepala Bidang Kawasan
Permukiman pada Dinas
Pertanahan, Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayapura

Sekretaris

Kepala Sub Bagian
Keuangan pada Dinas

Bendahara

3 MINARNI MARSUKI,SE Pertanahan, Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayapura
4 RUDOLOF KAIGERE . Petugas Kebersihan
5 ALFIADIN D. HADI . Petugas Kebersihan
6 LUIS RONALDO OHEE . Petugas Kebersihan
7 HENDRIK N. IMBENAI . Petugas Kebersihan

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

NIP 19840612 201004 1 003




